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Penelitian ini membahas dinamika hukum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) dalam konteks perkembangan dunia usaha modern dan globalisasi. Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana telah diubah oleh
Undang-Undang Cipta Kerja, menetapkan bahwa RUPS harus dilaksanakan di tempat
kedudukan atau tempat usaha perseroan. Namun, praktik menunjukkan bahwa RUPS sering
dilakukan di luar lokasi tersebut karena pertimbangan -efisiensi, distribusi geografis
pemegang saham, atau kemajuan teknologi. Selain itu, terdapat realitas bahwa tidak sedikit
pemegang saham berdomisili di luar negeri. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai
keabsahan formal pelaksanaan RUPS di luar tempat kedudukan, serta bagaimana mekanisme
hukum dapat menjamin keterlibatan dan perlindungan hak-hak pemegang saham lintas
negara. Berdasarkan itu, penelitian ini merumuskan dua fokus utama: keabsahan pelaksanaan
RUPS di luar kedudukan dan mekanisme hukum yang menjamin partisipasi pemegang saham
luar negeri dalam proses korporasi.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, konseptual, komparatif, serta pendekatan kasus. Sifatnya deskriptif-analitis dan
preskriptif, dengan tujuan menjawab kekosongan norma dalam praktik pelaksanaan RUPS
yang tidak sesuai lokasi formil. Bahan hukum meliputi UUPT, UU Cipta Kerja, literatur
hukum korporasi, serta ketentuan teknis lainnya seperti POJK tentang e-RUPS. Keunikan
penelitian ini terletak pada fokus terhadap Pasal 76 UUPT serta peran notaris dalam
menjembatani kebutuhan hukum modern dengan kepatuhan terhadap prosedur hukum positif.
Penelitian ini mengusulkan agar interpretasi terhadap Pasal 76 perlu mempertimbangkan asas
kebebasan berkontrak, prinsip persetujuan seluruh pemegang saham, serta perlunya revisi
sistematika pengaturan lokasi RUPS yang terlalu formalistik.

Pembahasan dalam Bab II menyoroti keabsahan pelaksanaan RUPS di luar tempat kedudukan
perseroan. Berdasarkan Pasal 76 UUPT, pelaksanaan RUPS di tempat lain hanya dibenarkan
apabila seluruh pemegang saham hadir atau menyetujui secara bulat, kecuali untuk agenda
tertentu seperti perubahan anggaran dasar atau penggabungan usaha yang secara tegas harus
dilaksanakan di tempat kedudukan. Analisis yuridis menunjukkan bahwa pelanggaran
terhadap ketentuan tempat dapat berimplikasi terhadap pembatalan keputusan jika terdapat
keberatan dari pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penting untuk membedakan
antara agenda yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan di luar kedudukan, serta memastikan
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prosedur formil dan substansial terpenuhi. Kehadiran notaris sebagai pencatat jalannya rapat
dan legalisasi keputusan juga menjadi penentu dalam menjaga keabsahan formil RUPS,
khususnya dalam kondisi pelaksanaan yang tidak lazim.

Bab III mengkaji bagaimana hukum mengakomodasi pemegang saham yang berdomisili di
luar negeri. Hak-hak mereka tetap melekat, termasuk hak menghadiri rapat, memberikan
suara, memperoleh informasi, serta menyatakan pendapat. Mekanisme yang tersedia meliputi
pemberian kuasa, RUPS secara elektronik (e-RUPS), dan RUPS sirkuler sebagaimana diatur
Pasal 91 UUPT. Kendati secara normatif telah ada dasar hukum, tantangan praktik seperti
otentikasi identitas, validitas dokumen asing, serta keterbatasan pengakuan hukum lintas
negara tetap menjadi hambatan. Perlindungan hukum terhadap keputusan RUPS sangat
bergantung pada prosedur, transparansi, dan dokumentasi yang sah. Oleh karena itu, perlu
ada penguatan regulasi teknis, peran notaris sebagai penghubung, serta pemanfaatan
teknologi yang mendukung prinsip kehati-hatian dan keterbukaan. Penelitian ini
menyarankan agar pembuat kebijakan dan praktisi hukum mengembangkan sistem RUPS
yang lebih fleksibel namun tetap memiliki legitimasi hukum yang kuat.
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ABSTRAK
Kata Kunci: Implikasi Yuridis, RUPS, Perseroan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) di luar tempat kedudukan perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta mekanisme hukum yang
dapat digunakan untuk mengakomodasi partisipasi pemegang saham yang berdomisili di luar
negeri, khususnya dalam pelaksanaan agenda tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis dan tipe preskriptif. Pendekatan yang
digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan
hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang
diperoleh melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUPS dapat diselenggarakan di luar tempat kedudukan
perseroan apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3) UUPT, yaitu dihadiri seluruh
pemegang saham dan keputusan disetujui secara bulat. Namun, untuk agenda tertentu seperti
perubahan anggaran dasar atau pembubaran perseroan, Pasal 76 ayat (4) mewajibkan
pelaksanaan RUPS dilakukan di tempat kedudukan perseroan. Keabsahan RUPS sangat
bergantung pada jenis agenda dan pemenuhan syarat formil dan materil. Selain itu,
mekanisme partisipasi pemegang saham luar negeri dapat dilakukan melalui pemberian
kuasa, e-RUPS, atau RUPS sirkuler, namun tetap harus memenuhi standar autentikasi dan
keabsahan tanda tangan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan tata
kelola perseroan untuk menjamin legitimasi keputusan RUPS dan perlindungan hukum bagi
seluruh pemegang saham.
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ABSTRACT
Keywords: Legal Implications, GMS, Corporation.

This research aims to analyze the validity of convening the General Meeting of Shareholders
(GMS) outside the domicile of the company pursuant to Article 76 of Law Number 40 of
2007 on Limited Liability Companies, as well as to examine the legal mechanisms available
to accommodate the participation of shareholders residing abroad, particularly in relation to
special agenda items. This study is normative legal research with a descriptive-analytical
nature and prescriptive type. The approaches used include statutory, conceptual, and
comparative approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary
sources, collected through library research.

The results show that the GMS may be held outside the company’s domicile if it fulfills the
requirements stipulated in Article 76 paragraph (3) of the Company Law, namely that all
shareholders are present or represented and decisions are made unanimously. However, for
specific agenda items such as amendments to the articles of association or company
dissolution, Article 76 paragraph (4) mandates that the GMS must be held at the company’s
domicile. The legality of such GMS depends heavily on the type of agenda discussed and the
fulfillment of formal and material requirements. Moreover, the participation of shareholders
residing abroad may be facilitated through valid proxies, electronic GMS (e-GMS), or
circular resolutions, provided that authentication and the validity of electronic signatures are
ensured. Therefore, regulatory reform and good corporate governance are essential to ensure
the legitimacy of GMS decisions and legal protection for all shareholders.
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